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BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT 

HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU RI NO.23 TAHUN 2002 PERLINDUNGAN 

ANAK 

 

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana 

Islam 

1. Pengertian Anak 

Pengertian anak dari segi bahasa adalah hasil dari hubungan antara pria dan 

wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan 

untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif  di dalam 

pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. Umpamanya 

“walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh 

manusia dan binatang yang bersangkutan.19 

Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kehawatiran dan tidak 

ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus 

menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggap sebagai miniatur orang 

dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka yang 

juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri. 

Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya 

memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam dan UU RI No.23 Tahun 

2002 Perlindungan Anak. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud 

dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan 

belum baligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap baligh 

apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.20 Kata baligh berasal dari fiil 
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Fuad M. Fachruddin, Masalah Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991),  24. 
20

 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 369. 
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madibalagha, yablughu, bulughan yang berarti sampai, menyampaikan, 

mendapat, baligh, masak.21 

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut 

masa yang dilaluinya yaitu: 

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai 

usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman. 

b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun 

sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. 

Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai 

hukuman mendidik bukan hukuman pidana. 

c. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia 

kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. 

Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana 

yang dilakukan.22 Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas 

anak adalah apabila ia telah bermimpi (ikhtilam) dengan kata lain sudah 

baligh. 

2. Syarat-syarat Anak 

Menurut Abdul Qadir Audah, syarat-syarat anak di bawah umur dapat 

ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum 

haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.23 Menurut jumhur fuqaha berpendapat 

bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang 

kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya 
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Mahmaud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran 

Al-Qur’an, 1973), 71. 
22

Sudarsono, Kenakalan Remaja, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 10. 
23

Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri‟al-Islami.,I : 603. 
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kecerdasan.24 Dari dasar ayat Al-Qur’an dan Hadis serta dari berbagai pendapat 

tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan 

ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, dan tabiat seseorang serta 

lingkungan sekitarnya. 

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak adalah apabila 

mereka telah sampai umur baligh atau dewasa ditandai dengan mimpi basah yang 

menyiapkan mereka untuk kawin dan selanjutnya disebut baligh.25 

 

 

3. Unsur-unsur pemidanaan Anak 

Seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu tindak pidana baik 

melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan suatu kewajiban 

menurut hukum pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu 

proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan apakah orang 

tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak. Dan 

walaupun yang bersangkutan benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun 

apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Mengenai perzinaan 

(hubungan seksual) yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah selalu 

dikaitkan dengan kedewasaan daripada usia si anak tersebut. 

Penentuan usia Anak dalam pertanggungjawaban pidana, para Ulama berbeda 

pendapat dalam penentuan umur untuk pertanggungjawaban pidana terhadap 

anak.  Ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu: 

                                                                 
24

Ibnu Rusyd, Bidayah al- Mujtahid, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II : 211. 
25

Ismail Haqqi, TafsirRūh al-Bayan, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II : 126. 
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1. Mazhab Hanafi 

Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak 

dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun 

hujjahnya ialah: 

 .ولاتقربوا هال اليتين الا بل لتي هي احسن حتي يبلغ اشده

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang baik sampai mereka dewasa.” 

 

Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan 

dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan 

perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu 

usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun, sehingga anak 

perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun. 

2. Mazhab Syafi’i dan Hambali 

Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan 

perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-

laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 

15 tahun maka keduanya dinyatakan telah baligh. Mereka juga 

berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya 

diajukan kepada Nabi SAW pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu 

berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut 

dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada 

hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia 

diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak. 

3. Jumhur Ulama Fiqh 

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum 

kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam 
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dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka 

umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif 

(usia pembebanan hukum). 

Dalam perkara pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur, didasarkan 

pada dua kategori penting yang harus diperhatikan adalah adanya unsur iradah 

(keinginan/maksud), dan ikhtiyar (kompetensi). 

4. Akibat hukum pemidanaan Anak 

Sedangkan perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai suatu pelanggaran 

jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya 

hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan ta‟zir.26 

a) Jarimah Hudud 

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan 

hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had (hak Allah). 

Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan 

tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau 

walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama 

sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, 

yaitu: zina, qazf (menuduh zina), pencurian, perampokan atau 

penyamunan (hirabah), pemberontakan(al-baghy), minum-minuman 

keras, dan riddah (murtad). 

b) Jarimah Qisas Diyat 

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qisas dan 

diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat adalah: 

1. pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd) 

2. pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-amd) 

                                                                 
26

Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung, 2004),  44. 
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3. pembunuhan keliru (al-qatl khata‟) 

4. penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd) 

5. penganiayaan salah (al-jarh khata‟) 

c) Jarimah Ta’zir 

Yaitu memberi pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam 

dengan hukuman ta‟zir yaitu hukuman yang selain had dan qisas diyat. 

Yang termasuk dalam kategori jarimah ta‟zir seperti sumpah palsu, 

saksi palsu, mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati 

amanat, dan menghina agama. 

dengan demikian perzinaan (hubungan seksual) yang dilakukan anak di bawah 

umur termasuk dalam jarimah hudud. 

5. Pengalihan hukum pidana Anak ke Wali 

Menurut hukum pidana Islam, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan 

secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa dan sehat akalnya, sesuai 

Hadis Nabi SAW: 

ْالصَّبِِّْحَتََّّْ تػَي قِظَْكَعَن  ْيَس  ْالنَّائِمِْحَتََّّ ْثَلََثَةٍْعَن  ْرفُِعَْال قَلَمُْعَن  ْحَتََّّ توُِِ  ْ ََ ْال  ْكَعَن  ََّّ ِِ ْيَ
ْ قِلَْ  يػَ

Artinya: “Tidak dianggap (dosa terhadap tindakan dari) tiga 
orang, yakni orang tidur sampai bangun, dan anak kecil sampai 
dia bermimpi senggama (dewasa), dan orang gila sampai dia 

waras.” (HR. Bukhari). 
 

Menurut hadis ini tindakan dosa yang dilakukan orang yang belum dewasa 

dimaafkan. Tetapi apakah ketentuan hadis ini mencakup juga tindak pidana yang 

merugikan kepentingan orang lain. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana 

penegakan hukum terhadap kejahatan anak di bawah umur menurut hukum pidana 

Islam. Apakah anak di bawah umur bebas dari pertanggungjawaban pidana secara 

mutlak, ataukah ada kemungkinan pertanggungjawabannya dibebankan kepada 
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orangtuannya ataukah harus dijalani anak itu sendiri. Asumsinya, bahwa menurut 

hukum pidana Islam orang tua wajib mendidik anak-anaknya menjadi orang baik. Jika 

anak menjadi nakal atau penjahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya 

dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yakni diberi sanksi 

(hukuman) karena kelalaiannya. 

Dengan demikian hukuman terhadap anak di bawah umur yang melakukan 

tindak pidana atau jarimah dibebankan kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena 

orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi anak baik-baik. Apabila anak 

menjadi jahat, berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka 

orang tuanyalah yang menanggung akibat tindakan anaknya, yakni diberi sanksi 

karena kelalaiannya tersebut. Namun demikian, jika anak di bawah umur melakukan 

tindak pidana atau jarimah menimbulkan kerugian besar terhadap korban maka 

tentunya dia harus diberikan pembinaan secara konsisten sehingga anak tersebut tidak 

tumbuh dewasa menjadi penjahat. Sebab esensi pemberian hukuman kepada pelaku 

jarimah menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua adalah 

perbaikan dan pengajaran, agar pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang 

merugikan itu serta merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak 

melakukan hal yang sama. Dalam aplikasinya, hukuman dapat dijabarkan menjadi 

beberapa tujuan, antara lain: 

1. Untuk memelihara/menyelamatkan masyarakat dari akibat perbuatan 

pelaku jarimah; 

2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika 

seseorang melakukan jarimah dia akan menerima balasan/hukuman 

sesuai dengan perbuatannya. Sehingga diharapkan pelaku jera karena 

rasa sakit dan penderitaan lainnya, dan tidak mengulanginya lagi. 
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Orang lain juga tidak akan berani meniru perbuatan pelaku jarimah 

sebab akibat yang sama juga akan dialaminya; 

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar orang lain menjadi baik 

dan anggota masyarakat pun akan baik pula; 

4. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan jarimah yang dilakukannya. 

Tegasnya, bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman pidana adalah untuk 

menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan 

jelek, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang lain sehingga apa 

yang dilakukannya di kemudian hari tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. 

Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata karena 

kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukuman. Pemberian 

hukuman kepada anak di bawah umur semata-mata harus diarahkan sebagai upaya 

pendidikan dan pengajaran terhadap anak di bawah umur itu, bukan untuk pembalasan 

atas perbuatannya. 

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Menurut UU RI No.23 

Tahun 2002 Perlindungan Anak 

1. Pengertian Anak 

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang 

belum dewasa.27 Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP  disebutkan 

bahwa ”Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena 

melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya 

si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, 

dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah 

supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni 
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W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Balai Pustaka: Armico, 1984), 25. 
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jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang 

diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 

532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah 

keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau 

sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.” Dari pasal tersebut dapat 

diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah 

seseorang sebelum umur enam belas tahun. Namun dalam Undang-undang nomor 3 

tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa ”Anak adalah orang yang 

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 

mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan 

sebutan anak nakal”. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:28 

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 

pernah kawin. 

Anak nakal adalah: 

a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau 

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan 

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak 

berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 

tentang Peradilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-undang 

ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

dinyatakan tidak berlaku lagi”. 
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Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Peradilan Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 3. 
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2. Unsur-unsur Anak Nakal 

Mengenai unsur dari anak nakal haruslah kita ketahui dahulu batasan umur 

anak dalam hukum positif. Batasan umur untuk anak sebagai orang yang harus 

terlindungi dalam pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang 

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat 

perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.29 Dari sejak masih dalam 

kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan. 

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah: ”Seseorang yang belum mencapai 21 

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Sedangkan dalam hukum perdata 

dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian Kesatu tentang 

kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum  Perdata yang berbunyi lengkap 

pasalnya adalah sebagai berikut: ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 

umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.30 Jadi anak adalah setiap orang 

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah 

menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh 

suaminya/istrinya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang 

yang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu: 

1. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud 

belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum 

                                                                 
29

Redaksi Citra Umbara, Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , (Bandung: Citra 

Umbara, 2003), 4. 
30

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek : Dengan 

Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan , (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), 76. 
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pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, 

maka ia dianggap sudah dewasa. 

2.  Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 

tahun. 

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana 

anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga 

melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan 

umur anak-anak, terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur 

tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang 

dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga 

dikenal dengan istilah ist muchtstraf bar atau can be guilty of any affence yang 

berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan 

maupun pidana yang bersifat khusus.31 Bismar Siregar dalam bukunya 

menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis 

diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu 

yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau 

tergolong anak tetapi sudah dewasa.32 

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong 

anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena 

dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. 

Dalam Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut 

anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin 

                                                                 
31

Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia, 1982),  147. 
32

Bismar Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional , (Jakarta: Rajawali, 1986), 105. 
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(Pasal 1 butir 2).33 Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah 

perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat 

(1)).34 Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum 

mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).35 Sedangkan dalam Undang-undang 

Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu 

sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin 

(Pasal 1 ayat (1) dan (2)).36 

Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan 

melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. 

Ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak. Ahli hukum dan 

mantan Hakim Agung Republik Indonesia 1968, Sri Widoyati Lokito, memberikan 

definisi kenakalan remaja dengan semua perbuatan yang dirumuskan dalam 

perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada hakekatnya merugikan 

masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam undang-undang Peradilan 

Anak.37 

Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah 

anak nakal, sedang pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana 

atas anak yang  menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut 

peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan tersebut 

hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau 

tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah: 

                                                                 
33

Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak , (Jakarta: Sinar Grafika, 1997),  52. 
34

Redaksi Bumi Aksara, Undang-undang Pokok Perkawinan, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 39. 
35

S. Sapto Aji, UU RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum, cet. ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), 4. 
36

S. Sapto Aji, UU RI. No. 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum, cet. ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), 4. 
37

Sri Widoyati, Kenakalan  Anak ., 17. 
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1. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak 

2. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma 

3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut 

Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. 

Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian 

tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar misalnya oleh Moedikdo, 

setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam klasifikasi kenakalan 

anak atau Juvenile Delinquency, yaitu sebagaimana dikutip B.Simanjuntak:38 

1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan 

itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan pidana, seperti 

mencuri, menganiaya dan lain sebagainya. 

2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu atau 

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat. 

3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan sosial, 

semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. 

Lebih jelas lagi, bentuk-bentuk kenakalan anak dapat disebutkan sebagai 

berikut:39 

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan 

membahayakan diri sendiri serta orang lain. 

2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat sekitar. 

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku dan 

kadang-kadang membawa korban jiwa. 

4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan. 
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B. Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja , (Bandung: Alumni, 1973), 76. 
39

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja , (Jakarta: Rajawali, 1992), 21-23. 
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5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, 

membunuh dan lain sebagainya. 

6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan. 

7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual. 

8. kecanduan bahan-bahan narkotika. 

9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar. 

10. Homo seksualitas, erotisme, anal dan oral. 

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan. 

12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi. 

13. Tindakan radikal dan ekstrim. 

14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan. 

15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka 

pada otak. 

16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang 

inferior. 

Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan 

ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan 

anak dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan. 

2. Pencurian, berupa pencurian biasa dan pencurian penggelapan. 

3. Penggelapan. 

4. Penipuan. 

5. Perampasan. 

6. Gelandangan. 

7. Anak sipil. 
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8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba). 

Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan berdasarkan 

definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum pidana) tersebut 

selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu: 

1. kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain 

seperti   perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan 

sebagainya. 

2. kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, pencurian, 

pencopetan dan sebagainya. 

3. kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, seperti 

pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba). 

4. kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai 

pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara 

minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan 

sebagainya. 

3. Akibat hukum yang dilakukan oleh Anak Nakal 

Berbicara tentang hukum maka hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum 

privat dan hukum publik yang mana hukum pidana termasuk di dalam hukum publik. 

Hal ini berlaku dewasa ini. Dahulu di Eropa yang juga di Indonesia, tidaklah dipisah-

pisahkan antara kedua hukum itu, sehingga gugatan baik yang termasuk di dalam 

hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan oleh 

pihak-pihak yang dirugikan. 

Istilah hukuman ini berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang sering 

digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang merupakan 

umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena 
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istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.40 Yang dimaksud 

dengan pidana (hukuman) ialah, perasaan tidak enak (penderitaan sengsara) yang 

dijatuhkan oleh Hakim dengan fonis pada orang yang melanggar Undang-undang 

hukum pidana.41 Dalam hal yang demikian digunakan istilah hukuman dalam arti 

sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan dalam perkara-perkara lain 

seperti hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara perdata dan juga bukan 

hukuman terhadap pelanggar di luar Undang-undang. 

Sebagai gambaran pengertian hukuman, perlulah kiranya diperhatikan 

definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun sarjana hukum, yang di 

antaranya selain menjelaskan tentang hukuman juga menjelaskan perbedaannya 

dengan pengertian pidana dan yang berhubungan dengannya. 

Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan yang mana hal ini 

sesuai dengan yang dipaparkan Sudarto, yaitu: 

Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan 

hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk 

suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga 

hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah 

tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang 

kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 

Hakim. Penghukuman di sini mempunyai makna sama dengan sentence atau 

veroordeling.42 

Dari pandangan Sudarto tersebut bahwa penghukuman merupakan sinonim 

dari pemidanaan maka, juga berdasarkan atas uraian dalam kamus bahasa Indonesia, 

                                                                 
40

Niniek Suparni, Existensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan , cet. ke-1, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1996), 11. 
41

R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, t. t.), 12. 
42

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , cet. ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 71-72. 
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disini digunakan istilah hukuman dalam arti yang khusus yaitu penderitaan yang 

diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-undang, yang dijatuhkan oleh 

Hakim. Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada kesepakatan terhadap 

masalah hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-kata hukuman 10 tahun 

penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun penjara, juga tidak bisa 

dikatakan bahwa  tidak ada sarjana yang tidak membedakan arti dari hukuman dengan 

pidana. 

Sedangkan menurut Andi Hamzah, bahwa hukuman adalah suatu pengertian 

umum, sebagai suatu sanksi atau penderitaan atau suatu nestapa yang sengaja 

ditimpakan kepada seseorang.43 Lebih jauh lagi penuturan Tirta Amidjaja, bahwa 

hukuman adalah suatu penderitaan, yang dikenakan oleh Hakim kepada si terhukum 

karena melanggar suatu norma hukum.44 Dan bahwa hukuman sebagai sanksi dari 

suatu norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang 

membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain. 

Hukuman adalah siksa dan sebagainya yang diletakkan pada orang yang 

melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan Hakim. 

Demikianlah pendapat para sarjana dan para ahli hukum positif memberikan 

pendapatnya mengenai pengertian dari hukum itu, yang meskipun didapati dari 

berbagai pandangan itu berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya sama dalam hal 

pemberian suatu derita dari hukum pidana. 

Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan 

hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak 

itu, meliputi: sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, Anak 

sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, Pengangkatan 
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Sedangkan pidana, yang mana Andi Hamzah berusaha membedakan kedua istilah tersebut, adalah merupakan 

suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. 
44

Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Jakarta: Fusco, 1955), 122. 
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Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain 

sebagainya.45 

Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi pemidanaan yang 

terdapat dalam Undang-undang, yaitu:46 

1. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan 

Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi 

dua hal, yaitu: 

1) Kedudukan sebagai pejabat 

Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena 

melakukan tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau 

sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah 

sepertiganya. Misalnya seorang agen polisi diperintah untuk menjaga 

uang Bank Negara Indonesia, jangan sampai dicuri orang tetapi ia 

sendiri yang melakukan pencurian atas uang itu, di sini dia melanggar 

kewajiban yang istimewa dalam jabatannya, maka pidananya dapat 

ditambah sepertiganya. 

2) Pengulangan tindak pidana (Recidive) 

Barangsiapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan 

pidana, kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak 

pidana lagi, dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. 

Oleh karena itu, Undang-undang memberikan kelonggaran kepada 

Hakim untuk mengenakan pidana yang lebih berat. Menurut hukum 

pidana modern, recidive itu dibedakan menjadi dua, yaitu : recidive 

kebetulan atau pelaku kejahatan yang mengulangi kejahatannya karena 
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Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 1. 
46

Sri Widoyati Lokito, Kenakalan Anak., 97. 
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terpaksa seperti karena tuntutan ekonomi, dan ada istilah recidive biasa 

yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya karena 

merupakan suatu kebiasaan recidive biasa inilah yang harus diperberat 

pemidanaannya. 

2. Hal-hal yang meringankan pemidanaan 

1) Percobaan (poging) 

Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik 

percobaan, yaitu: 

1. Harus ada niat 

2. Harus ada permulaan pelaksanaan 

2) Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak 

sendiri. 

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan 

kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa 

dikenakan pidana. 

3) Pembantuan (medepllichtige) 

Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu 

melakukan kejahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau 

keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan 

maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam 

dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun. 

4) Belum cukup umur (Minderjarig) 

Belum cukup umur (minderjarig) merupakan hal yang 

meringankan pemidanaan karena usia yang masih muda belia itu 

kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan 
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diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa 

dan bangsa. 

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 

terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan 

atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok 

dan pidana tambahan bagi anak nakal. 

1. Pidana Pokok 

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, 

yaitu: 

1. pidana penjara 

2. pidana kurungan 

3. pidana denda, atau 

4. pidana pengawasan. 

2. Pidana Tambahan 

Pidana tambahan terdiri dari: 

a. perampasan barang-barang tertentu 

b. pembayaran ganti rugi. 

3. Tindakan 

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:47 

1. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, 

2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, 

pembinaan, dan latihan kerja, 
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Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27. 
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3. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial 

kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, 

dan latihan kerja. 

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberi teguran dan 

menetapkan syarat tambahan. Penjatuhan tindakan oleh Hakim 

dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan 

terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan 

maupun menurut peraturan hukum lain. Dalam segi usia, 

pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 

(delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang 

telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan 

pidana. Hal itu mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, 

mental, dan sosial anak.        

Sedang rumusan pengenaan tindakan terhadap anak 

menurut Pasal 132 rancangan KUHP adalah: 

1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya, 

2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang, 

3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh 

pemerintah atau suatu badan swasta, 

4. pencabutan surat izin mengemudi, 

5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, 

6. perbaikan akibat tindak pidana, 

7. rehabilitasi dan atau 

8. perawatan di dalam suatu lembaga. 

4. Pidana Penjara 
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Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak 

nakal lamanya ½ (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa 

atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak 

dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana seumur hidup. Dan 

sebagai gantinya adalah dijatuhkan salah satu tindakan.48 

5. Pidana Kurungan 

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal 

maksimal setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi 

dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman 

pidana kurungan bagi orang dewasa, adalah maksimum ancaman 

pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai 

dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang lainnya 

(penjelasan Pasal 27).49 

6. Pidana Denda 

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka 

penjatuhan pidana denda juga dijatuhkan setengah dari maksimum 

ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Bila denda itu tidak 

dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan kerja selama 90 

hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak boleh 

dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak serta 

perlindungan anak.50 

7. Pidana Bersyarat 

                                                                 
48

Ibid., 29. 
49

Ibid. 
50

Ibid., 30. 
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Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal 

sesuai dengan rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 adalah:51 

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang 

dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu 

masa pidana bersyarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun. 

2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan 

berikut: 

a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak 

akan melakukan tindak pidana lagi selama 

menjalani masa pidana bersyarat. 

b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak 

melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam 

putusan Hakim dengan tetap memperhatikan 

kebebasan anak. 

3. Pengawasan dan bimbingan  

1. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa 

melakukan pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan 

melakukan bimbingan agar anak nakal menepati 

persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing 

oleh Balai Pemasyarakatan berstatus sebagai klien 

pemasyarakatan. 

                                                                 
51

Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang No.3, 79. 
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3. Selama anak nakal berstaus sebagai klien 

pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah. 

8. Pidana Pengawasan 

Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan 

untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum terhadap prilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di 

rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan 

oleh Pembimbing Kemasyarakatan. 

Anak nakal yang diputus oleh Hakim untuk diserahkan 

kepada Negara di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 

sebagai anak negara, dengan maksud untuk menyelamatkan masa 

depan anak atau bila anak menghendaki anak dapat diserahkan 

kepada orang tua asuh yang memenuhi syarat.52 

4. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur ditinjau dari Undang-

Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang 

berkaitan dengan masalah anak.  

Anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orangtuanya yaitu:53 

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat 

ikatan perkawinan yang sah. 

                                                                 
52

Bambang Waluyo, Pidana., 31. 
53

Bismar Siregar, Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita , (Yogyakarta: Pusat Studi 

Kriminologi F. H. UII, 1986), 3 lihat juga Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua 

yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak 

dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang 

membawa anak dari istri pertama. Kedudukan anak seperti 

demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik 

dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagi harta warisan 

dikemudian hari. 

3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang 

bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan 

anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya 

berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini 

sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, 

untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, 

dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya 

tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar. Hal ini 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. 

Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul pertanyaan, 

apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak pidana dapat 

dipertanggungjawabkan?. Pada mulanya, sistem pertanggungjawaban bagi anak-anak 

didasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab, sistem yang mendasarkan kepada 

kemampuan bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak 
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dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang dianut 

sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa semua anak 

asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung jawab dan dapat dituntut. Bagi anak 

yang mampu bertanggung jawab masih tetap dimungkinkan untuk tidak dipidana, 

terutama bagi anak yang masih sangat muda. Namun tidak harus diartikan bahwa 

Undang-undang masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu 

bertanggung jawab. 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”  

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan 

hukum, yaitu: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak 

Nakal adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” 

Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai 

berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun 

dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 

demi kepentingannya.” 

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 Convention On The Rights of The 

Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan 

hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa 

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasaan dan diskriminasi.  

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan 

perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:  

Pasal 2: penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 

a) Non diskriminasi  

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak  

c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan  

d) Penghargaan terhadap anak.  

Pasal 3: perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang 

berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.  

Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 

menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan 

merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh 

Negara, pemerintrah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap 

manusia yang paling asasi.  

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, 

masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang 

Perlindungan Anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, 
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dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak.”  

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha 

perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu: 

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan 

suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, 

status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau 

mental (Pasal 21);  

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 22); 

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain 

yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi 

penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23); 

4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan 

pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). 

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak 

dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan 

perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak). Kewajiban 

tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur 

dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:  

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;  

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

 




